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ABSTRAKSI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dewan 

tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan 

dan belanja daerah (APBD) dan mengetahui sejauh mana komitmen organisasi 

mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dan 

pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah pengetahuan dewan tentang anggaran. 

Varibel dependennya adalah pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD). Variabel moderating dalam penelitian ini adalah 

komitmen organisasi. 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda dengan uji t, 

uji F dan koefisien determinasi (Adjusted R 
2
). Populasi dalam penelitian ini 

adalah anggota DPRD Kota Sragen. Sementara sampel penelitian adalah 45 

anggota DPRD Kota Sragen dengan teknik pengambilan sampel yaitu sampling 

jenuh. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil pengujian hipotesis 

pertama (H1) pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai 

thitung sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1  

diterima artinya  pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DPRD 

Kabupaten Sragen. Pengujian hipotesis kedua (H2) pengaruh komitmen organisasi 

terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah 

(APBD). Diperoleh   nilai thitung   sebesar 1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena 

nilai P > 0,05, maka H2  tidak diterima artinya komitmen organisasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan 

dan belanja daerah. Pengujian hipotesis kedua (H3) pengaruh komitmen organisasi 

terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan 

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan hasil 



perhitungan diperoleh nilai thitung untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-

value sebesar 0,039. Karena p < 0,05, maka H3 diterima pada taraf signifikansi 

5%; artinya komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan 

dewan tentang anggaran dan pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah (APBD) DPRD Kabupaten Sragen. 

 

Kata kunci: pengetahuan, pengawasan, komitmenorganisasi, APBD. 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja 

yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam 

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode 

untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi 

sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit.Hal tersebut berbeda 

dengan penganggaran pada sektor swasta.Pada sektor swasta, anggaran 

merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, 

namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus di 

informasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi 

masukan. 

           Reformasi telah membawa perubahan terhadap sistem 

politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan 

tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik.Salah 

satu agenda reformasi yaitu adanya desentralisasi keuangan dan otonomi 

daerah. UU No. 32 dan 33 tahun 2004 merupakan tonggak awal 

pelaksanaan otonomi daerah dan proses awal terjadinya reformasi 

penganggaran keuangan daerah di Indonesia.   



Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan Daerah, pasal 132, menyatakan DPRD melakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD.Pengawasan tersebut 

bukan berarti pemeriksaan, tetapi lebih mengarah pada pengawasan untuk 

menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.Menurut 

PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 

anggaran menjelaskan bahwa: 1) pengawasan atas anggaran dilakukan oleh 

dewan, 2) Dewan berwenang memerintahkan pemeriksaan eksternal di 

daerah untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran. 

Pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan dipengaruhi oleh 

faktor internal dan faktor eksternal (Pramono, 2002 dalam Rosseptalia, 

2006). Faktor internal adalah faktor yang dimiliki oleh dewan yang 

berpengaruh secara langsung terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan, salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Sedangkan 

faktor eksternal adalah pengaruh dari luar terhadap fungsi pengawasan oleh 

dewan yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap pengawasan yang 

dilakukan oleh dewan, salah satunya adalah komitmen organisasi.  

Kinerja dewan dalam menjalankan fungsi legislatifnya selalu 

menjadi perhatian khusus masyarakat karena dipercayakannya amanah 

pada anggota dewan untuk dapat mensejahterakan masyarakat.  Akan 

tetapi, kepercayaan tersebut sekarang ini cenderung berkurang bahkan 

banyak yang tidak mempercayai kinerja dewan, hal ini disebabkan karena 



kinerja dewan yang kurang optimal dan belum ada komitmen organisasi 

yang kuat dari para anggota dewan. 

 

B. LANDASAN TEORI 

 

Keuangan daerah (APBD) 

 

Menurut pasal 1 ayat (5) pp. 58 tahun 2005, pengertian keuangan 

daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan 

hak dan kewajiban daerah tersebut. Menurut UU No. 33 tahun 2004 

Pasal 1 ayat (17), APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan 

daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

Penganggaran sektor publik merupakan proses perencanaan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan politik. Anggaran merupakan hasil 

negosiasi, yang artinya bahwa dalam penyusunannya terdapat 

pertimbangan akan tujuan eksekutif dan tujuan legislatif sebagai 

perantara tujuan masyarakat (Mardiasmo, 2002). Menurut Mardiasmo 

(2002) tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran 

sektor publik adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan dan penyusun anggaran (Budget Preparation) 

2. Tahap ratifikasi (approval/ ratification) 



3. Tahap Pelaksanaan Anggaran(Budget implementation) 

4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran 

Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Menurut Arifin (2006) pengawasan adalah suatu rangkaian 

kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kegiatan 

yang telah dilaksanakan untuk menjamin agar semua kegiatan tersebut 

berjalan sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebuah 

pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari 

adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan 

yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu 

melaksanakan kebijakan yang telah ditetapakan untuk mencapai tujuan 

yang telah direncanakan secara efektif dan efisien oleh organisasi. 

Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 

dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan 

kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh 

mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana 

penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. 

 

Pengetahuan dewan tentang anggaran  

Pengetahuan pada dasarnya merupakan hasil dari proses melihat, 

mendengar, merasa, dan berfikir yang menjadi dasar manusia dalam 

bersikap dan bertindak Indriantoro dan Supomo (1999) dalam Werimon 



(2005). Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman. 

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu 

seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai 

dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam 

Utomo, 2011). Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota 

dewan selaku perwakilan masyarakat di parlemen, kapasitas dan 

kemampuan anggota dewan sangat diperlukan untuk menghasilkan 

sebuah kebijakan yang berkualitas.  

 

Komitmen organisasi 

Pengertian organisasi adalah yang memungkinkan masyarakat 

mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara 

perorangan.Wiener dalam Amelia Veronika (2008) mendefinisikan 

komitmen organisasi sebagai dorongan diri individu untuk berbuat sesuatu 

agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan 

lebih mengutamakan kepentingan organisasi.Komitmen ini bisa tumbuh 

disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional dengan organisasi 

yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada di dalam 

organisasi serta tekad dan dalam organisasi untuk mengabdikepada 

organisasi ataupun keingginan untuk mempertahankan keanggotaan di 

dalam organisasi. 

 

Kerangka Teoritis 



Kerangka teori dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka teoritis diatas dapat dibuat hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap 

pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). 

H2 :Komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengawasan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 

H3 : Komitmen organisasi berpengaruh  terhadap hubungan antara 

pengetahuan dewan tentang anggaran dan pengawasan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). 

 

 

C. METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian dengan metode survey, yaitu 

penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Daftar pertanyaan 

(kuesioner ) dalam penelitian ini menggunakan kuesioner penelitian 

Sopanah dan Mardiasmo (2003), kemudian peneliti kembangkan lagi 

disesuaikan dengan situasi dan teori terkait.  

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD kota Sragen. 

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota dewan  di DPRD kabupaten 

Pengetahuan Dewan tentang 

Anggaran 

Pengawasan anggaran 

pendapatan dan belanja 

daerah (APBD) 

Komitmen organisasi 



Sragen. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sampling jenuh. Sampling jenuh adalah metode penentuan sampel 

apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.  

Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian, dimana data tersebut diperoleh melalui kuesioner atau 

wawancara. Penyebaran kuesioner pada responden  dilakukan dengan cara 

mendatangi dan membagi kuesioner secara langsung ke kantor DPRD  

Kabupaten Sragen.  

Pengujian hipotesis menggunakan model analisis yang digunakan       

adalah regresi linear berganda adalah sebagai berikut: 

PD = α+ β1 PDTA + β2 KO + β3 PDPTAxKO + e 

 

D. HASIL PENELITIAN 

Hasil pengolahan data dengan bantuan computer program SPSS 

versi 16 didapatkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Tabel 4.9 

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 
Persamaan Regresi F Adj. R

2 
Hasil 

PAPBD = -15,749 + 3,253 PDTA + 1,018 KO - 0,065 PDTA*KO 

                     (4,191)*            (1,929)      (-2,131)* 

32,011 

(0,000) 

0,679 H1 diterima 

H2 ditolak 

H3 diterima 

Sumber: Data Primer yang diolah  

Keterangan: *= nilai thitung diterima pada taraf signifikan 5%  

 



Berdasarkan persamaan Regresi Linier tersebut dapat 

diinplementasikan sebagai berikut:  

() =  -15,749; hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengetahuan 

dewan tentang anggaran dan komitmen organisasi maka 

pengawasan dewan terhadap anggaran pendapatan dan belanja 

daerah akan mengalami penurunan.  

(1)  =  sebesar 3,253 dengan parameter positif, hal ini menunjukkan 

bahwa setiap terjadi peningkatan pada pengetahuan dewan 

tentang anggaran, maka tingkat pengawasan dewan pada 

anggaran dan pendapatan daerah akan semakin meningkat.  

(2)  =  adalah sebesar 1,018 dengan parameter positif, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada komitmen 

organisasi, maka tingkat pengawasan dewan pada anggaran dan 

pendapatan daerah akan semakin meningkat. 

(3)  =  adalah sebesar - 0,065 dengan parameter negatif, hal ini 

menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan pada interaksi 

komitmen organisasi dan pengetahuan dewan tentang anggaran, 

maka tingkat pengawasan dewan pada anggaran dan pendapatan 

daerah akan mengalami penurunan. 

 

 

 

 



E. PEMBAHASAN HIPOTESIS 

 

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H1) 

 Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap 

pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 4,191 dan p-

value sebesar 0,000. Karena nilai p < 0,05, maka H1  diterima artinya 

pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap 

pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.  

b. Pengujian Hipotesis Kedua (H2) 

Pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai thitung sebesar 

1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena nilai p > 0,05, maka H2 tidak 

diterima artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.  

c. Pengujian Hipotesis Ketiga (H3) 

 Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan 

dewan tentang anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan 

Coefficientsa

-15,749 13,395 -1,176 ,246

3,253 ,776 1,575 4,191 ,000

1,018 ,528 ,831 1,929 ,061

-,065 ,031 -1,039 -2,131 ,039

(Constant)

PDTA

KO

PDTA_KO

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: PAPBDa. 



belanja modal (APBD). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai 

thitung untuk interaksi PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,039. 

Karena p < 0,05, maka H3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya 

komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan 

tentang anggaran dan pengawasan anggaran pendapatan dan belanja modal 

(APBD).   

 

F. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pengetahuan dewan 

tentang anggaran terhadap pengawasan pada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderating pada DPRD 

Kabupaten Sragen dapat ditarik kesimpulan: 

1. Pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan 

dewan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Berdasarkan hasil 

perhitungan diperoleh nilai thitung sebesar 4,191 dan p-value sebesar 0,000. 

Karena nilai p < 0,05, maka H1 diterima artinya pengetahuan dewan 

tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan dewan 

pada anggaran pendapatan dan belanja daerah DPRD Kabupaten Sragen. 

2. Pengaruh komitmen organisasi terhadap pengawasan dewan pada 

anggaran pendapatan dan belanja daerah diperoleh nilai thitung sebesar 

1,929 dan p-value sebesar 0,061. Karena nilai p > 0,05, maka H2 tidak 

diterima artinya komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan 



terhadap pengawasan dewan pada anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

3. Pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan pengetahuan dewan 

tentang anggaran dan pengawasan dewan pada keuangan daerah. 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai thitung untuk interaksi 

PDTA*KO sebesar -2,131 dan p-value sebesar 0,039. Karena p < 0,05, 

maka H3 diterima pada taraf signifikansi 5%; artinya komitmen organisasi 

berpengaruh terhadap hubungan pengetahuan dewan tentang anggaran dan 

pengawasan dewan pada keuangan daerah DPRD  Sragen. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat memberikan saran untuk 

penelitian berikutnya yaitu sebagai berikut: Diharapkan anggota DPRD 

Kabupaten Sragen lebih memperhatikan komitmen untuk masyarakat dan 

tidak terbatas pada intervensi dan tuntutan partai. 

1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan lebih memperluas sampel penelitian 

dan wilayah penelitian sehingga menyempurnakan penelitian ini dan 

penelitian sebelumnya. 

2. Penelitian berikutnya disarankan menggunakan metode wawancara 

langsung kepada anggota dewan dan diharapkan anggota dewan dapat 

merespon pertanyaan peneliti sesuai kemampuan yang dimiliki, sehingga 

jawaban responden dapat dikontrol dan tidak terjadi bias  atau salah 

persepsi dari responden terhadap instrument penelitian yang digunakan. 
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